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Book Review

Islam, Demokrasi, dan Institusi Politik
di Indonesia, Turki, dan Dunia Islam

Rangga Eka Saputra

Edward Schneier. 2016. Muslim Democracy: Politics, Religion and Society
in Indonesia, Turkey and the Islamic World. New York: Routledge.

Abstract: 7his book is one of the most recent and pivotal works in studying of
democratization in Muslim world. The controversial inference from the Edward
Schneiers work is that the variable of religion, especially Islam in this context, is not
appropriate enough to explain the success or failure of democracy in Muslim majority

countries. By using the mix method of statistics comparison and comparative case
studies in Indonesia and Turkey, he argues that the difference of colonialization, bistory

geopolitics and the growth of developmental economy is crucial variable to elucidate the
different outcome of democratization in Muslim countries. However, this book is like a

generalization from prior works regarding this topic especially in explaining Islam and
democracy in both countries. Some arguments fell down repeatedly with prior scholars
such as the explanation of civil Islam to explain Indonesia democratization and the role
of military-Islamist relations in depicting democratization in Tirkey.

Keywords: Democratization, Islamic World, Political Institution, Indonesia,
Turkey.
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186 Book Review

Abstrak:  Buku ini merupakan salah satu karya mutakhir dalam melihat
demokratisasi di dunia Islam. Edward Schneier dalam kesimpulan utamanya
menyatakan bahwa variabel agama, kbususnya Islam, bukanlah faktor signifikan
yang menentukan kegagalan atau keberbasilan demokrasi di negara-negara
mayoritas Muslim. Dengan menggunakan metode statistik perbandingan dan
studli kasus di Indonesia dan Turki, dia berargumen balwa variabel-variabel seperti
perbedaan kolonialisasi, sejarah, geopolitik dan pembangunan ekonomi merupatkan
Jaktor utama yang menjelaskan keberbasilan dan kegagalan demokratisasi di dunia
Muslim. Faktor-faktor tersebut juga menentukan kemampuan negara demokrasi
baru di dunia Islam dalam membangun Institusi politik yang kompeten —legislatif;
birokrasi, dan partai politik—, membuar lembaga peradilan yang terpercaya serta
mendesak militer tunduk pada supremasi sipil, sehingga memungkinkan demokrasi
berbasil. Namun, dalam konteks hubunganantara Islam dan demokrasi di Indonesia
dan Tiurki, penjelasan buku ini lebib seperti generalisasi dari studi-studi sebelumnya.
Beberapa argumennya jatuh kepada pengulangan seperti menggunakan civil Islam
untuk menjelaskan demokrasi di Indonesia, dan penjelasan tentang hubungan dan
peran antara militer dan Islamis dalam menggambarkan demokrasi di Turki.

Kata kunci: Demokratisasi, Dunia Islam, Institusi Politik, Indonesia, Turki.
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Islam, Demokrasi, dan Institusi Politik 187

uku karya Edward Schneier (2016), Muslim Democracy: Politics,
BRe/z'gz'on and Society in Indonesia, Turkey and in the Islamic

World, menambah daftar literatur terkait studi-studi tentang
demokratisasi di negara-negara dunia Muslim. Berbeda dengan studi-
studi sebelumnya yang banyak berangkat dari pertanyaan apakah Islam
selaras atau tidak dengan demokrasi, Schneier dalam studinya ini
mengajukan pertanyaan: fitur-fitur apa saja dari kelembagaan politik
yang mempengaruhi demokratisasi di dunia Islam? Pertanyaan ini
penting untuk melihat secara lebih utuh, faktor-faktor yang paling
signifikan yang paling mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan
demokrasi di negara-negara Mayoritas Muslim.

Argumen utamanya adalah bahwa agama—dalam kasus ini
Islam—bukan merupakan faktor yang signifikan dalam menjelaskan
demokratisasi di dunia Muslim. Menurutnya, variabel-variabel seperti
struktur geopolitik, pembangunan ekonomi, sejarah kolonialisme, dan
peran militer yang paling berpengaruh dalam menjelaskan kegagalan
dan keberhasilan demokrasi di dunia Muslim. Untuk menguji variabel-
variabel mana yang paling menentukan, dia dengan hati-hati melakukan
kajian terhadap demokrtisasi di negara-negara muslim berdasarkan letak
geopolitik meliputi: kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle
East and North Africa, MENA), Sub-Sahara Afrika, Asia Tengah, Anak
Benua India dan Asia Tenggara.

Menurutnya bisa jadi satu variabel dominan pada negara muslim
tertentu, atau malah sebaliknya. Misalnya, faktor pertumbuhan
ekonomi yang relatif tinggi di sebagian negara-negara Timur Tengah
tidak lantas menjadikan mereka menjadi negara demokratis. Begitupun
sebaliknya di Asia Tenggara, justru negara-negara dengan mayoritas
Muslim seperti Indonesia dan Malaysia yang relative tidak lebih
baik dalam pertumbuhan ekonomi—dengan mengecualikan Brunei
Darussalam— jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim di
kawasan MENA seperti Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab,
menjadi negar-negara yang relatif paling demokratis di kawasan Asia
Tenggara. Untuk itu, menurutnya, harus dilihat satu-persatu variabel
mana yang paling dominan terhadap negara-negara-negara mayoritas
Muslim untuk menghindari over generalisasi.

Buku ini juga menyajikan studi kasus Turki dan Indonesia untuk
melihat faktor-faktor penentu keselarasan antara Islam dan demokrasi
di negara-negara mayoritas Muslim. Kedua negara ini dianggap yang
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paling berhasil dalam melakukan transisi demokrasi yang relatif
damai dan tetap stabil sampai saat ini. Penjelasan Schneier terhadap
demokratisasi di kedua negara ini sangat penting untuk menjelaskan
perbedaan hasil elektoral dari partai-partai Islamis' yang cukup
mencolok. Partai Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) selalu menjadi
partai penguasa sejak keterlibatannya dalam pemilu, sementara Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) hanya menjadi partai menengah di Indonesia.
Buku ini juga menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat
dalam proses konsolidasi demokrasi di kedua negara ini.

Pola-Pola Hambatan Demokratisasi di Dunia Muslim

Schneier, sebagaimana banyak akademisi yang mengkaji politik
Islam, menolak argumen bahwa kegagalan demokratisasi di negara-
negara muslim diakibatkan oleh watak dari ajaran Islam itu sendiri
(Islamic tenet). Menurutnya fenomena itu bukan hanya khas negara-
negara muslim saja. Schneier berkesimpulan bahwa tidak ada
perbedaan antara negara-negara mayoritas Islam dengan negara-negara
non-Muslim dalam demokratisasi. Ketika dikontrol dengan beberapa
variable yang telah disebutkan sebelumnya—geopolitik, pembangunan
ekonomi, sejarah kolonialisme dan peran militer, justru faktor-faktor
ini yang signifikan terhadap demokratisasi. Dia mengilustrasikan
bahwa tidak ada perbedaan antara kepemimpinan Erdogan di Turki
dengan kepemimpinan presiden-presiden populis di negara mayaritas
Katolik seperti Hugo Chaves di Venezuela dan Vladimir Putin yang
mewakili negara ateistik di Rusia.

Di bagian awal karyanya ini, Schneier menggunakan variasi definisi
demokrasi yang diusulkan oleh Charles Tilly (2007) sebagai standar
untuk menilai kualitas demokrasi. Pertama dia sebut kondisi minimal
(minimal condition), sebuah negara dikatakan demokratis jika telah
terselenggaranya pemilu yang bebas dan damai dengan diikuti oleh
adanya pembagian peran yang jelas antara koliasi dan oposisi di dalam
pemerintahan (procedural approach). Kondisi ini juga menekankan
pada adanya aturan formal dalam konstitusi (constitutional approach)
yang didesain dan berperan supaya institusi-institusi demokrasi dapat
bertahan, misalnya aturan tentang pemilu, sistem kepartaian, dan sistem
pemerintahan. Kedua, pada level yang lebih luas adalah demokrasi
liberal (/iberal democracy), kondisi ini walaupun menurutnya lebih bias
kepada western values, namun tetap penting untuk dijadikan standar
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dari negara demokratis yang maju. Kondisi ini merupakan manifestasi
dari pendekatan substansi (substantive approaches) yang lebih melihat
terjaminnya hak-hak sipil yang dijamin dalam sistem demokrasi,
seperti kesetaraan di depan hukum (egual justice), kebebasan sipil (civil
liberties), toleransi dan kesamaan laki-laki dan perempuan. Untuk itu dia
menggunakan laporan Freedom House untuk mengukur demokratisasi
di dunia Islam berdasarkan definisi dan standaer demokrasi di atas.

Menurut Schneier, sebenarnya negara-negara mayoritas Muslim
telah memiliki sejarah yang cukup panjang dengan demokrasi, namun
pengaruhnya secara positif terhadap mereka saat ini paling sedikit.
Sejatinya di dunia Islam, Revolusi demokrasi di Iran pada tahun
1906 dan di Turki pada tahun 1908 bertepatan dengan gelombang
demokratisasi di dunia (the worldwide wave of democratization); Rusia
pada tahun 1906, Mexico pada tahun 1910 dan China pada 1911.
Revolusi di Turki yang dibawa oleh gerakan Turki Muda (Young Turks)
pada dasarnya telah berhasil menciptakan pembagian kekuasaan antara
Sultan dan dewan yang dipilih secara langsung, dianggap menjadi
core Republik Turki pada tahun 1908 dan 1950. Demikian pula di
Iran, revolusi pada tahun 1925 menghasilkan sistem pemerintahan
parlementer dan di Mesir pada tahun 1923 berhasil membuat konstitusi
yang mengasilkan sistem multi partai. Namun demokrasi di negara-
negara Muslim tidak benar-benar berhasil terkonsolidasi. Bahkan
paska Perang Dunia II, negara-negara tersebut masuk ke dalam rezim
otoritarian militer maupun sipil.

Menurutnya fenomena di atas adalah khas bagi negara-negara
yang baru lahir pasca tahun 1900 dan Perang Dunia 2. Sebagian besar
mereka kesulitan menjadi negara demokratis. Dari total negara-negara
yang lahir pasca tahun 1945, 51% dinilai “not free”, 31% adalah “partly
free”, dan hanya 18% yang dinilai “fully free”. Dalam konteks ini, data
tersebut sangat relevan dengan kondisi bahwa sebagian besar negara-
negara mayoritas berpenduduk muslim (95%) adalah negara-negara
baru yang lahir setelah tahun 1900, bahkan sebagian besar dari mereka
baru merdeka sekitar 50 tahun belakangan. Kolonialisme pada periode
ini menghasilkan corak kebangsaan yang mereka peroleh cukup banyak
dipengaruhi oleh kekuatan politik secara internasional di dalam Perang
Dunia dan Perang Dingin. Akibat dari itu adalah mereka lebih banyak
menaruh perhatian pada isu-isu kekuatan global daripada pembenahan
kekuatan pemerintahan secara domestik. Kondisi ini menghasilkan
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birokrasi yang kurang terampil, lemahnya pertumbuhan ekonomi,
minimnya pendidikan dan menguatnya peran militer. Sejarah
kolonialisme menghasilkan apa yang Schneier sebut sebagai “bastard
nations” bagi negara-negara dunia ketiga.

Middle East and North Afrika (MENA)

Pertanyaan mendasar yang muncul di negara-negara muslim di
kawasan MENA adalah mengapa walaupun sebagian besar negara-
negara Muslim di kawasan ini kaya—sebagian besar adalah negara
penghasil minyak bumi, namun tidak demokratis? Kalau memang
yang menjadi pra-syarat berhasilnya demokrasi adalah pembangunan
ekonomi dan kemakmuran, faktor ini tidak menentukan di kawasan
ini. Bahkan negara-negara Muslim di kawasan ini, Islam menjadi
sumber yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan publik, khususnya
melalui penerapan hukum Islam. Seperti di Iran, Sudan dan Libya
yang masih melarang penerapan bunga bank, serta Kuwait dan Arab
secara total melarang penuh minuman beralkohol. Di negara-negara
tersebut, kebijakan seperti itu sejatinya muncul dengan justifikasi yang
bersumber dari ajaran Islam. Bahkan dari 12 sistem kerajaan (monarki
absolut) yang masih bertahan di dunia saat ini, delapan diantaranya
berada di kawasan ini.

Berdasar data Freedom House (2014), hampir semua negara-negara
di kawasan MENA tidak demokratis. Di kawasan ini hanya Lebanon,
Kuwait dan Turki yang mendapat predikat partly free, selebihnya tidak
ada satupun di negara-negara ini yang mendapat predikat fu// free. Jika
dirata-rata, negara-negara Muslim di kawasan MENA secara umum
mendapat score 10,5 atau not free. Score itu pun sudah dimasukan Israel
(score 3) dan Turki (score 6)—dua negara yang secara identitas masih
diperdebatkan apakah masuk kawasan MENA atau Eropa.

Dalam menjelaskan kegagalan demokrasi di kawasan ini, Schneier
menyatakan salah satu faktor yang paling menentukan adalah peran
militer yang dominan dalam ranah politik. Militerlah institusi politik
yang paling berpengaruh dihampir semua negara-negara di kawasan
MENA. Salah satu faktor yang menyebabkan kuatnya peran militer di
kawasan ini adalah besarnya porsi anggaran pengeluaran negara untuk
militer. Paska Perang Dingin misalnya, negara-negara seperti Maroko
dan Jordania tetap mempertahankan otoritas politik militer dengan
memberikan porsi anggaran yang besar meskipun secara ekonomi
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lemah (Heinke 2012).? Fakta ini bisa menjelaskan bahwa di Mesir
ketika presiden Mohamed Morsi terpilih melalui pemilu demokratis,
dengan segera dapat digantikan oleh rezim militer kembali. Kekuatan
militer yang terlanjur menguasai sumberdaya ekonomi dan politik
adalah kunci dari sulitnya demokrasi di kawasan MENA.

Selain itu, faktor budaya politik yang rendah juga mengakibatkan
peran militer di dalam politik juga tetap terlembaga. Masyarakat di
kawasan ini cenderung menilai jika keberlangsungan rezim otokrasi
dianggap sebagai legitimasi dari ketakutan akan adanya anarki. Bagi
negara-negara yang masyarakatnya telah terpecah secara sosial politik
pasca Arab Spring, seperti Iraq, Libya dan Syiria, memulihkan rezim
otokrasi lebih mungkin dipilih untuk menghindari kekacauan lebih
luas. Dalam istilah Schneier “iz is better the devil you know than the devil
you might get, or the instability, violence and spillovers that come from
unsuccessful revolutions”.

Namun Schneier menggarisbawahi bahwa yang terjadi di kawasan
MENA bukanlah budaya otoritarianisme yang bersumber dari
agama. Dia menyatakan bahwa agama hanya dijadikan legitimasi bagi
pemerintahan rezim otoriter yang ada. Buktinya, banyak kerajaan
Islam monarki di kawasan MENA yang tumbang; Mesir (1952),
Tunisia (1957), Iraq (1958), Yemen (1962), Libya (1969) dan Iran
(1979). Untuk itu tidak mengherankan jika kebijakan publik yang
dikeluarkan rezim di kawasan ini sangat kental dengan dengan nuansa
hukum Islam. Dia mencontohkan, misalnya di Aljazair, para imam
tidak diperkenan membahas apa yang sedang pemerintah lakukan,
mereka direkrut—mendapatkan gaji atas aktifitas keagamaan—dan
diberhentikaan oleh pemerintah.

Sub-Sahara Afrika
Berbeda dengan kawasan MENA, di kawasan ini lemahnya

kapasitas negara (weakness state) merupakan masalah yang utama
dari negara-negara mayoritas Muslim. Kondisi tersebut terlihat dari
tingginya tingkat kemiskinan dan lemahnya pembangunan ekonomi.
Faktor ini dinilai sebagai faktor kunci dari gagalnya demokratisasi di
kawasan ini. 45 negara di kawasan Sub-Sahara Afrika mendapat rata-
rata score 10.1 sampai 8.8 atau nor free. Artinya kawasan ini dinilai
sebagai contoh buruk dari demokratisasi. Dari faktor-fakor pra-syarat
tumbuhnya demokrasi yang telah disebutkan seperti: kapasitas negara,
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pembangunan ekonomi dan budaya politik, hampir semua negara-
negara di kawasan ini tidak memenuhi pra-syarat pendukung stabilitas
demokrasi tersebut.

Schneier mencontohkan, di Mali (92% Muslim), lemahnya kualitas
birokrat dan pegawai negeri mengakibatkan pelayanan publik dan
pembangunan ekonomi menjadi lambat. Kondisi ini mengakibatkan
melemahnya kepercayaan rakyat terhadap negara, yang pada ujungnya
menguatnya institusi tradisional—ulama, tuan tanah dan preman di
beberapa kasus—menjadi alternatif bagi rakyat. Rendahnya kepercayaan
terhadap negara menjadikan lemahnya partisipasi masyarakat dalam
poltik, yang pada akhirnya semakin melanggengkan pemerintahan
otoriter di kawasan ini. Atau pola kedua seperti negara Comoros (86%
Muslim), walaupun berhasil menciptakan birokrasi dan pegawai negeri
yang cukup efektif, namun konflik sosial, ekonomi dan politik secara
internal menjadi batu sandungan demokrasi di negara ini, bahkan negara
ini disebut sebagai “coup-coup Island’ karena rata-rata hampir dua tahun
sekali pemerintahan berubah. Konflik-konflik sosial yang terjadi berakibat
pada lemahnya rasa identitas nasional, yang pada akhirnya membentuk
lingkaran kekerasan. Kondisi di Mali dan Comoros merupakan situasi
yang khas dari negara-negara di kawasan ini.

Asia Tengah

Yang khas dari kawasan ini adalah mereka bekas negara-negara
komunis. Berbedadengan negara-negaradikawasan Sub-Saharan Afrika,
mereka adalah negara-negara yang cukup baik secara pembangunan
ekonomi dan memiliki pemerintahan yang kapabel. Sebagai bekas
negara sosialis, negara-negara muslim di sini sejatinya punya sejarah
yang panjang tentang sekularisme. Di mana agama menjadi marginal
di bawah regime otokrasi. Schneier menyimpulkan, karena persamaan
sejarah bekas jajahan komunis, ada korelasi yang kuat antara Islam
dan otoritarianisme. Di kawasan ini, negara-negara mayoritas Muslim
berada di posisi bawah dalam skala demokrasi berdasarkan Freedom
House antara tahun 2010-2012. Tujuh negara-negara mayotitas
Muslim (Albania, 80%; Azerbaijan, 99%; Kosovo, 90%; Kyrgyzstan,
86%; Tajikistan, 84%; Turkmenistan, 93%; Uzbekistan, 96%) rata-
rata sangat otoriter, yaitu 10,8 (noz free).

Yang terjadi di negara-negara mayoritas Muslim di Asia Tengah
adalah transisi demokrasi masih menyisakan institusi-insitusi
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bekas Uni Soviet. Polanya, para pemimpin negara-negara ini pada
umumnya adalah para pemimpin komunis sebelum mereka menjadi
negara demokrasi. Pada periode kemerdekaan, cenderung hanya bekas
pemimpin sosialislah yang memiliki sumber daya secara institusional
dan kemampuan untuk memenangkan pemilu. Menurut Schneier, ini
merupakan pola khas negara-negara muslim pecahan Soviet di Asia
Tengah. Budaya politik melalui partisipasi warga dalam berpartisipasi
dan berkontestasi dalam pemilu kurang begitu bergairah akibat
masih kuatnya kalangan oligarki yang menguasai simpul-simpul
sumberdaya.

Anak Benua India

Negara-negara muslim di kawasan ini dianggap sebagai contoh dari
ketidakselaran antara Islam dan demokrasi, di mana kekerasan dan
konflik atas dasar Islam menjadi fenomena kesaharian. Tapiapakah Islam
menjadi faktor utama instabilitas politik di negara-negara manyoritas
Muslim di kawasan ini? Menurut Schneier, ketidakharmonisan antara
Islam dan demokrasi yang banyak diatribusikan terhadap aksi-aksi
kekerasan yang dilakukan oleh kaum Jihadis merupakan akibat dari
intervensi Barat yang telah berlangsung lama. Intervensi yang terutama
dibawa oleh Rusia (1979-89) dan Amerika (2003-) dengan dalih
menjaga stabilitas keamanan kawasan telah membawa konflik internal
yang berkepanjangan antara militer pemerintah dengan kalangan
jihadis.

Dengan massifnya intervensi militer ke negara ini, membentuk
pandangan orang Afganistan bahwa Barat beserta nilai-nilai
budayanya—termasuk demokrasi—adalah musuh bagi mereka. Ini
mengakibatkan loyalitas mereka terhadap institusi demokrasi dan
negara melemah. Sebagai alternative, institusi tradisional seperti
Taliban menjadi semakin kuat, bukan hanya di Afganistan, namun juga
merembet ke negara-negara muslim tetangganya, khususnya Pakistan.
Akibatnya, dalam konteks kebebasan sipil, kuatnya pengaruh Taliban
menyebabkan militer mengambil kontrol terhadap masyarakat secara
penuh. Situasi ini diperparah dengan usaha-usaha pemerintah sipil
mengeksploitasi masalah ini seperti yang dilakukan oleh Musharraf
untuk mendapatkan bantuan keuangan dari negara asing seperti
Amerika yang sudah tentu dianggap boneka oleh kalangan Islamis.
Ditambah intervensi Arab Saudi yang berkepentingan mendukung
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institusi politik Islam di Pakistan menambah daftar masalah di negara
ini. Kondisi ini menjadikan negara ini jatuh kepada pusaran kekerasan
dan konflik sectarian yang berkepanjangan dan rumit.

Asia Tenggara

Schneier dalam karyanya ini tidak banyak membahas dinamika
geopolitik dan dan pengaruhnya terhadap demokratisasi di negara-
negara mayoritas Muslim di kawasan ini. Asia Tenggara dianggap
Schneier kawasan yang sering terjadi konflik karena kemajemukannya
dari segi budaya, agama, etnik dan bahasa. Misalnya, konflik antara
minoritas Muslim dengan pemerintah di Thailand Selatan, Moro di
Filipina, gerakan separatisme Aceh di Indonesia dan masalah minoritas
Rohingya di Myanmar. Sekilas dia menjelaskan pola-pola konflik di
negara-negara Asia Tenggara yang melibatkan muslim versus pemerintah
di negara-negara tersebut.

Konflik antara minoritas Muslim di Myanmar, Thailand, Filipina
dan gerakan separatis di Indonesia pada awalnya merupakan
perlawanan daerah kepada pemerintah pusat karena masalah
pembagian sumber daya di dalam otonomi. Politik identitas yang
dimainkan oleh para aktor-aktor yang berkepentingan dalam konflik
melegitimasi gerakan melawan pemerintah pusat. Konflik yang pada
mulanya merupakan konflik antara pusat dan daerah karena adanya
mobilisasi kultural berkembang menjadi konflik identitas etnis atau
agama. Di Indonesia misalnya, politisasi agama pada pemberontakan
tahun 1950an (DI/TII) bertransformasi menjadi pemberontakan
bersifat etnis yang dibawa oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada
periode 1980-1990an, perubahan itu disebabkan oleh interaksi antara
perubahan institusi-institusi politik dan struktur kesempatan yang
digunakan oleh aktor-aktor yang sebenarnya berbeda (Munhanif
2016).

Begitupun di Thailand, konflik antara etnik melayu di bagian
Selatan dengan etnik Thai diatribusikan ke dalam konflik antara
Islam dan Budhis. Sehingga mobilisasi identitas budaya menyebabkan
identitas-identias kultural—etnis dan budaya—melekat dalam setiap
konflik politik. Yang lebih memprihatinkan adalah di Filipina,
konflik pusat-daerah menjadikan gerakan muslim di Filipina bagian
selatan berafiliasi dengan jaringan terorisme Jamaah Islamiah yang
berideologi transnasional. Situasi ini menurutnya menambah rumit
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konflik identitas yang terjadi di sana. Dalam konteks ini, menurut
Schneier faktor berkembangnya terorisme internasional di kawasan
Asia Tenggara telah menimbulkan fitur baru sebagai sumber konflik.

Islam dan Demokrasi di Indonesia dan Turki
Civil Islam di Indonesia
Tidak dapat dipungkiri jika muslim Indonesia berbeda dengan corak

muslim di negara lain, yaitu toleran, beragam dan tingginya budaya
partisipasi, dalam istilah Robert Hefner (2000) disebut “Civil Islam”.
Bahkan menurut Bassam Tibi (2013), sebagaimana dikutip Schneier,
civil Islam di Indonesia menjadi contoh teladan yang sempurna bagi
demokrasi, sedangkan banyak di negara-negara mayoritas Muslim,
kaum radikal berada dibelakang gerakan demokrasi. Politik Islam
di Indonesia menurutnya—dalam konteks kultural—tidak pernah
menjadi gerakan bawah tanah atau menjadi bagian dari institusi negara.
Di Indonesia, politik Islam dapat mengekpresikan nilai dan program-
program mereka secara terbuka.

Menurutnya civil Islam di Indonesia terjadi karena Islam di
Indonesia tidak pernah berafiliasi langsung dengan kerajaan Islam
manapun. Islam datang berkembang dengan sendirinya di Indonesia,
maka pola hubungan dengan negara dinilai setidaknya parallel atau
oposisi. Hasilnya adalah fragmentasi politik Islam yang beragam,
dalam bentuknya yang sederhana seperti digambarkan Clifford Geetz
(1996) sebagai santri, prijai, abangan.® Ini pula yang menjelaskan
mengapa corak keberagamaan umat Islam di Indonesia berbeda dengan
keberagamaan di kawasan-kawasan lain, khususnya Timur Tengah
yang cenderung anti modernitas. Itulah mengapa walaupun NU
mempunyai basis masa di kalangan tradisionalis, namun itu tidak dapat
dinilai sebagai spektrum yang anti-modernitas atau fundamentalis.
Sedangkan kalangan yang dianggapnya lebih konservatif daripada NU
dan Muhammadiyah merupakan spektrum yang tidak mainstream,
khususnya kalangan fundamentalis atau radikal.

Secara sederhana, dia menjelaskan mengapa NU dan Muhammadiah
merupakan gerakan Islam yang secara konsisten mendukung demokrasi
di Indonesia, yaitu karena organisasi ini lahir pada awal abad ke-
20. Secara alami, gerakan gerakan yang lahir pada masa itu lebih
berorientasi pada perjuangan melawan penjajahan. Jika dibandingkan
dengan gerakan yang lahir ketika atau paska perang dingin, seperti Al-
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Qaeda, Taliban, dan gerakan teroris lainnya, lebih berorientasi pada
agenda pendirian khilafah. Ini juga secara sederhana yang menjelasakan
mengapa gerakan-gerakan radikalisme reladf tidak diterima dari
mayoritas Muslim di Indonesia. Sedangkan gerakan kultural NU
dan Muhammadiyah melalui pelayanan sosial, khususnya melalui
pendidikan menjadikan jaringan mereka di masyarakat muslim menjadi
mengakar. Dan dukungannya terhadap demokrasi menjadi pilar utama
mengapa transisi demokrasi di Indonesia berjalan secara damai.

Untuk itu, Islam dianggap Schneier bukanlah faktor yang
menghambat demokrasi di Indonesia. Meskipun Indonesia telah
selesai melakukan transisi demokrasi pada tahun 2004, namun masih
menghadapibeberaparintangandalammelakukankonsolidasidemokrasi
(Liddle and Mujani 2013).* Masalah korupsi, menurut Schneier adalah
salah faktor penting penghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Budaya patron-client dan nepotisme masih menjadi fenonema politik
di Indonesia, misalnya rencana pengangkatan Budi Gunawan sebagai
Kapolri oleh Jokowi dan korupsi yang hampir menjerat seluruh partai
politik merupakan masalah, bahkan partai-partai Islamis seperti PKS
bagian dari pelaku korupsi merupakan masalah bagi demokrasi di
Indonesia. Korupsi akan menyebabkan kepercayaan (zrust) kepada
sistem demokrasi yang terbuka menjadi melemah. Bahkan saat ini
ada kecenderungan sebagian kalangan menginginkan kembali kepada
model kepemimpinan otoriter gaya Suharto yang dinilai lebih stabil.

Untuk itu, menurutnya militer masih menjadi kekuatan yang
berpotensi menjadi penghambat demokrasi. Walaupun secara procedural
peran militer telah terpisah dari politik, dan dinilai dalam jangka waktu
dekat tidak akan mengambil alih kekuasaan, namun pengaruh mereka di
dalam urusan publik masih cukup kuat. Dia mencontohkan, misalnya
banyak para purnawirawan militer yang mencolonkan diri menjadi di
legislatif dan eksekutif baik di level nasional maupun lokal. Argumen
Schneier bukan tanpa bukti, kalau dilihat dari Pemilihan Presiden yang
telah tiga kali selenggarakan, purnawirawan militer selalu menjadi salah
satu calon presiden. Mereka juga banyak yang menjadi pimpinan partai
politik di Indonesia. Schneier menilai fakta ini sebagai bukti dari masih
kuatnya peran militer di dalam politik di Indonesia.

Berbeda dengan militer, menurut Schneier, Islam cenderung bukan
faktor yang signifikan menghambat demokrasi di Indonesia. Politik
Islam telah terbukti gagal dalam partisipasi mereka di dalam politik
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elektoral. Muslim Indonesia lebih cenderung memilih berpartisipasi
secara kultural melalui organisasi-organisasi civil society. Namun
pada derajat tertentu yang menjadi hambatan adalah kalangan yang
disebutnya sebagai Islamis militan yang dalam beberapa kasus telah
berhasil memperoleh tujuan mereka, seperti penerapan otonomi
khusus di Aceh yang menerapkan hukum Islam dalam beberapa aspek.
Namun menurutnya, dengan diberikan otonomi khusus tersebut, para
pemimpin Gerakan Aceh Merdeka dalam beberapa kasus di pemilukada
tidak lebih getol dalam mempromosikan ortodoksi Islam ketimbang
calon lain baik dari pengusaha dan politisi partai secular. Identitas Islam
kerap dijadikan komoditas politik elektoral bukan hanya dari kalangan
politisi Islam, melainkan juga dilakukan juga para politisi partai sekuler

(Buehler 2008; Garadian 2016).

Relasi Militer-Islamis di Turki

Apa fondasi dari negara modern Turkey? Pertanyaan ini penting
untuk melihat hubungan antara Islam dan demokrasi di negara ini.
Jawaban dari pertanyaan di awal sudah tentu adalah sekularisme yang
diletakkan oleh Mustafa Kemal Attaturk. Sekularisme Turki yang biasa
disebut “The Kemalist Revolution” menggantikan otoritas tradisional
dari kerajaan Turki Ottoman pada tahun 1924. Revolusi ini membawa
kepada Republik Turki baru yang menganut cita-cita sekuler sebagai
model negara modern Turki. Revolusi ini dipengaruhi oleh kekelahan
kerajaan Turki Ottoman di dalam Perang Dunia ke-1 yang ketika
itu, mereka besekutu dengan NAZI Jerman. Situasi kekalahan dalam
perang ini membuat para elit birokrasi militer frustasi sechingga mereka
mencari model Eropa sebagai pengganti kerajaan Turki Ottoman yang
bangkut dalam perang. Menurut Schneier, visi mereka terhadap negara
Turki modern adalah melakukan sekularisasi dan memodernisasi
negara, dan demokrasi pada saat itu dianggap belum menjadi sebuah
kebutuhan.

Langkah pertama yang dilakukan Attaturk adalah menghapus
kerajaan Ottoman sekaligus institusi agama secara keseluruhan. Pada
1924, Pengadilan Syariah (Sharia Court) dihapus, dan diganti dengan
model pengadilan Swiss, Italia, dan Jerman. Revolusi juga terjadi di
dalam sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan agama yang
tradisional diganti dengan sistem pendidikan negara yang baru
seperti sekolah-sekolah umum model Eropa, dan mengadopsi ejaan
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latin pada tahun 1925 sebagai bahasa pengantar dalam pelajaran di
sekolah. Lebih jauh, sekularisasi juga sampai menyangkut hal-hal yang
menyangkut pemisahan simbol dan identitas agama secara individu,
misalnya membuat hukum baru terkait larangan menggunakan jilbab,
larangan memotong rambut mengikuti gaya tradisional, dan larangan
menggunakan surban.

Namun menurut Schneier, sekularisasi di Turki tidaklah bertujuan
menghapus agama sama sekali. Negara dalam beberapa hal juga
tetap mengatur urusan agama dengan tujuan mengontrol potensi
kebangkitan Islam di Turki. Sebagai contoh, urusan agama, mulai
dari khutbah Jumat sampai urusan agama sehari-hari seperti salat dan
membaca Alquran harus dilakukan menggunakan bahasa Turki, bukan
bahasa Arab. Meskipun, ada banyak penolakan dari ulama-ulama
tradisional yang membuat kebijakan ini tidak popular, popularitas
personal Attaturk membuat kebijakan ini tetap berjalan. Kondisi
tersebut menurut Schneier membuat militer menjadi satu-satunya
institusi politik yang paling berpengaruh di Turki setidaknya sampai
dengan pemilu tahun 2002 diiringi menguatnya peran AKP.

Berkurangnya peran militer dalam politik atau setidaknya
menerima pemerintahan Islamis yang dipimpin Erdogan tidak bisa
disebut sebagai penerimaan mereka terhadap demokrasi secara penuh.
Konsolidasi demokrasi yang sejatinya mengharuskan militer tidak
berperan di ranah politik dan supremasinya di bawah otoritas sipil,
tidak sepenuhnya terjadi Turki. Sebenarnya, penerimaan tersebut
terjadi karena bertepatan dengan keinginan Turki menjadi bagian dari
Uni Eropa pada awal tahun 2000. Uni Eropa yang secara identitas
mengakui pemerintahan sipil yang demokratis menjadi momentum di
mana secara struktur politik regional memaksa Turki untuk menerima
pemerintahan sipil Erdogan yang dipilih secara demokratis.

Oleh karena itu, saat ini institusi politik yang paling berpengaruh
di Turki saat ini adalah militer dan AKP. Pola-pola hubungan mereka
sedikit banyaknya berpengaruh terhadap proses konsolidasi demokrasi
di Turki. Sebagai akibat dari kuatnya proyek sekularisasi dan peran
militer, polarisasi politik di Turki tidak direpresentasikan di dalam
politik elektoral di mana ideologi di dalam partai politik sulit untuk
dilihat, artinya perbedaan antar partai satu dan partai yang lainnya
sulit dibedakan. Kebijakan politik Turki cenderung mengabaikan

pluralitas masyarakat secara sosiologis untuk berpartisipasi dalam
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politik—ideologi Sekularisme-Kemalisme menjadi ideologi resmi
negara. Akibatnya, fragmentasi politik secara ideologi di dalam sistem
kepartaian di Turki tidak banyak pilihan. Praktis hanya AKP menjadi
partai yang dianggap mewakili kalangan Muslim. Ini Schneier salah
satu yang menjelaskan mengapa AKP selalu menang dalam tiga pemilu
terakhir di Turki.

Munurut Schneier, faktor keinginan Turki bergabung dengan
dengan Uni Eropa merupakan faktor penting terhadap demokratisasi
di Turki. Lebih jauh menurutnya, amandemen yang tejadi di Turki
akan mengikuti sistem demokrasi sebagaimana yang diusung oleh
Uni Eropa dan negara-negara di dalamnya. Namun menurutnya, hal
tersebut tidak cukup banyak mengubah sifat dasar negara Turki yang
cendrung anti demokrasi. Konsolidasi demokrasi yang salah satunya
menuntut tunduknya militer terhadap supremasi hukum, tidak
sepenuhnya terjadi di Turki. Militer tetap mempunyai kekuatan yang
sangat potensial untuk melakukan intervensi politik kembali terhadap
pemerintahan sah di Turki yang dipilih secara demokratis.

Pengadilan militer di Turki sudah tidak lagi mengadili sipil, pun
para militer yang melakukan pelanggaran kejahatan sipil akan diadilik
di pengadilan sipil. Ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup
fundamental terhadap demokrasi di Turki. Namun, menurutnya
walaupun reformasi di dalam militer terjadi, yaitu militer tunduk
di bawah supremasi sipil, hal itu masih terbatas, terutama mengenai
anggaran militer. Menurutnya militer masih sulit untuk diaudit
mengenai anggaran pemasukan militer. Seperempat dari pendapatan
militer yang bukan berasal dari anggaran resmi negara—sumbangan
NATO dan pemerintah negara-negara Arab—belum bisa diaudit.

Dengan menggunakan sentimen bergabung dengan Uni Eropa,
AKP berhasil menjadi kekuatan politik yang sangat berpengaruh
di Turki. Namun reformasi yang dilakukan AKP dinilai tidaklah
mengarah kepada terciptanya konsolidasi demokrasi di Turki. Bahkan
menurutnya apa yang tejadi di Turki di bawah AKP menegaskan bahwa
Islam dan negara secular adalah dua hal yang selalu bertentangan.
Erdogan berusaha mengakomodasi kepentingan pemilihnya di
kalangan tradisional muslim. Misalnya pada 2014, Erdogan menolak
konsep persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, menyerukan
kembali penggunaan bah asa Ottoman dan Arab di sekolah, dan

mendirikan sekolah-sekolah agama.
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Lebih jauh dia mengatakan, AKP sebenarnya tidak pernah berusaha
mengimplentasikan kebijakan negara yang diinisiasi oleh karakter
sekularisme Turki dan institusi demokrasi. Sebaliknya, kebijakannya
mempertahankan liberalisasi politik lebih sebagai strategi untuk
mengurangi pengaruh militer di dalam politik. Hal ini dapat dilihat
dari permasalahan kebebasan sipil yang terjadi di Turki. Misalnya
penagkapan para jurnalis dan demonstran di Taksim Square pada 2013
yang menuntut pengusutan kasus korupsi yang melibatkan Erdogan,
dan pada 2014 melarang aktifitas Gerakan Fethullah Gulen yang

dianggap akan menggulingkan pemerintahannya.

Catatan: Demokrasi dan Prospek Partai Islamis

Penjelasan buku ini tentang studi kasus di Indonesia dan Turki cukup
membantu dalam menjelaskan perbedaan kekuatan politik partai-partai
Islamis di kedua negara. Khususnya dalam menjelaskan mengapa AKP
di Turki selalu menang dalam pemilu dan menjadi partai penguasa,
sementara PKS hanya menjadi partai menengah di Indonesia. Beberapa
studi sebelumnya terkait topik ini sejatinya telah membahas dengan
sangat baik dan kaya. Kikue Hamayotsu (2012) misalnya mengatakan
bahwa keberhasilan partai Islamis dikarenakan mereka melaksanakan
institusionalisasi partai yang baik. Disiplin partai yang terstruktur
menjadi kunci utama keberhasilan mereka. Studi lain mengatakan bahwa
mobilisasi sumber daya kader dan aksi-aksi pelayanan sosial menyebabkan
mereka dekat dengan rakyat dan mendapat simpati mereka dalam pemilu
(Dhume 2005; Hamayotsu 2011).

Sedangkan menurut Valy Nasr (2005) faktor kemampuan partai
Islamis mereduksi tekanan militer menjadi faktor penentu kemenangan
mereka paska rezim otoriter militer. Dalam pandangan Nasr, disamping
kemampuan partai Islamis melakukan kompromi terhadap militer,
kemampuan mereka membangun koalisi membuat militer ragu untuk
berkonfrontasi dengan mereka. Studi lain menyebut bahwa faktor strategi
politik elektoral partai Islamis yang menentukan kemenangan mereka.
Mereka menggunakan strategi kampanye yang tidak lagi berfokus pada
ideologi Islamis, tapi pada isu-isu sekuler seperti sosial-ekonomi, budaya,
dan perbedaan agama, keadilan, dan HAM (Bubalo, Fealy, and Mason
2008; Esposito, Sonn, and Voll 2016; Muhtadi 2012).

Berbeda dengan dengan studi-studi di atas, Schneier secara tidak
langsung menjelaskan bahwa perbedaan kekuatan kantong-kantong
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politik (political cleavages) atau spektrum pemilih (voter alignments)
di Indonesia dan Turki yang menjelaskan perbedaan kekuatan partai
Islamis di kedua negara. Seymor M. Lipset dan Stein Rokkan (1967)
mengatakan bahwa dukungan terhadap partai-partai politik di Eropa
Barat dibangun atas dasar identitas-identitas sosial tertentu. Di negara-
negara itu, nation state building ditandai dengan pembagian-pembagian
sosial-politik yang telah melalui proses sejarah dan ketegangan sosial
yang panjang, seperti konflik antara pusat dan daerah, kaum pemilik
modal dan buruh, dan ketegangan agama antara Katolik dan Protestan.

Konflik tersebut dianggap penting karena menghasilkan
pembelahan-pembelahan ideologis utama yang teraktualisasi dalam
pembentukan partai-partai politik. Masing-masing basis dukungan
seperti kaum buruh, agamawan, dan kaum kapitalis memobilisasi
dukungan dan terlibat konflik dengan basis dukungan lainnya, dan
dalam jangka panjang membentuk pembelahan-pembelahan politik
(political cleavages) dan pemilih (voter alignments) yang luas dan tetap di
dalam negara. Pada akhirnya menyebabkan adanya stabilitas dukungan
terhadap partai-partai politik yang dibangun atas dasar pembelahan-
pembelahan tersebut dalam setiap pemilu.

Perbedaan kekuatan partai Islamis di Indonesia dan Turki
disebabkan karena konflik dan akomodasi rezim terhadap politik
Islam yang berbeda di kedua negara, sehingga menghasilkan political
cleavages dan voter alignments yang berbeda pula. Penjelasan Schneier
tentang kebijakan sekularisme—ideologi Kemalisme menjadi satu-
satunya ideologi negara—oleh rezim otoriter di Turki menyebabkan
political cleaveges dan voter alignments cenderung tidak plural. Maka
ketika transisi demokrasi yang dimulai pada pemilu tahun 2002,
kekuatan politik yang terbangun di Turki semacam oposisi biner antara
rezim militer dan Islamis. AKP diuntungkan dengan rezim militer
yang dianggap tidak lagi kapabel—krisis ekonomi salah satunya. AKP
menjadi satu-satunya alternatif pilihan politik yang tersedia selain rezim
militer. Sedangkan di Indonesia, rezim otoriter Suharto tidak benar-
benar melarang aktifitas umat Islam secara kultural, sehingga ekspresi
umat Islam masih terjaga pluralitasnya. Buktinya nyatanya adalah
fragmentasi partai politik berdasar ideologi Islam begitu plural. Partai
Islamis seperti PKS, seberapapun besar usaha mereka dalam meraup
suara kalangan umat Islam, akan menghadapi banyak kompetitor dari
kalangan partai-partai Islam yang lain.
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Catatan Kaki

1. Salwa Ismail (2003) mengatakan bahwa kata politik Islam atau Islamisme digunakan
untuk merujuk pada aktifitas gerakan—organisasi sipil atau partai politik—yang
dimobilisasi dalam lingkaran politik, dimana mereka berusaha menyebarkan ajaran
(simbol/nilai) yang berasal dari tradisi Islam. Bagi kalangan Islamis cara untuk
mengislamisasi masyarakat hanya hanya bisa dilakukan melalui aksi sosial dan politik.
Gerakan Islamisme secara langsung masuk dalam politik sejak tahun 1960, dan yang
khas dari mereka adalah menggunakan jalur politik untuk mencapai cita-cita merka
untuk mendirikan negara Islam atau setidaknya menerapkan syariat Islam dalam di
dalam regulasi negara (Roy 1994).

2. Lima di kawasan MENA dengan pengeluaran anggaran terbesar untuk militer di
dunia: Israel (pertama), Syria (ketiga), Jordania (kelima), Kuwait (kedelapan) dan
Saudi Arabia ke sepuluh. Data ini memperlihatkan perhatian yang besar negara-negara
MENA terhadap militer sangatlah tinggi. Lihat Susan Heinke, edt., (2012).

3. Salah satu variasi baru dari spectrum Islam di Indonesia ditawarkan oleh Yon Machmudi
(2008) yang menyebut “santri global” sebagai gerakan baru untuk membedakan
dengan kalangan tradisionalis yang diwakili NU dan modernis Islam yang diwakili
Muhammadiyah. Santri global merujuk pada gerakan Islam baru yang menganut ideologi
transnasional yang berkembang di Indonesia pada tahun 1980an. Yang termasuk dalam
kategori ini seperti Hizbut Tahrir, Salafi, dan Gerakan Tarbiyah/PKS.

4. Hambatan-hambatan konsolidasi Indonesia menurut Liddle dan Mujani berada di dalam
beberapa aspek: rendahnya pertumbuhan ckonomi; meningkatkan Islamisasi dalam
kebijakan negara oleh kalangan Islamis; lemahnya kualitas pemerintah lokal; beberapa
gerakan separatis—khususnya di Papua; lemahnya instritusi penegak hukum; dan
konsentrasi kekuatan ekonomi pada segelindr elit. Lihat Liddle dan Mujani (2013, 15).
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